POLISI TETAPKAN EMPAT KADES DI BOJONEGORO TERSANGKA
KORUPSI DANA BKK
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bojonegoro-tersangka-korupsi-dana-bkk

Isi Berita:
Surabaya (ANTARA) - Unit | Subdit Il Direktorat Reserse Kriminal Khusus
(Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur (Jatim) menetapkan empat orang kepala desa di
Kabupaten Bojonegoro sebagai tersangka kasus korupsi pengelolaan dana bantuan
keuangan khusus (BKK) tahap | tahun anggaran 2021.

Kanit I Unit Il Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim Kompol | Putu Angga Feriyana
di Surabaya, Rabu menjelaskan perkara ini adalah lanjutan dari perkara dengan terdakwa
Bambang Sudjatmiko yang divonis hukuman tujuh tahun penjara pada tahun 2023.
"Kasusnya adalah proyek pembangunan rijid beton jalan desa. Dari kasus tersebut kami
telah menetapkan empat oknum kades sebagai tersangka baru,” katanya. Empat kepala
desa yang ditetapkan tersangka adalah inisial WST yang merupakan Kades Tebon, inisial
SPR yang merupakan Kades Dengok, inisial SKR merupakan Kades Purworejo, dan SYF
Kades Kuncen, Kecamatan Padangan.

Putu menyebutkan bahwa terdakwa Bambang adalah pensiunan Dinas Pekerjaan
Umum (PU) Provinsi Jatim yang juga berprofesi sebagai kontraktor. Modus operandi
empat tersangka adalah pengelolaan anggaran BKK ini yang seharusnya dilakukan lelang
tapi tidak dilakukan, melainkan penunjukan langsung kepada Bambang Soedjatmiko
yang terdakwa sebelumnya.
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"Berikutnya juga dari proses penarikan anggaran rekening tidak sesuai prosedur yang
berlaku dan langsung diserahkan ke saudara Bambang, dimana itu melanggar aturan yang
berlaku yang dituangkan di Perbup dan tata cara pengelolaan barang dan jasa pengelolaan
anggaran BKK," ujarnya.

Dari kasus itu, empat desa di Bojonegoro mengalami kerugian masing-masing
sebesar Rp300 juta, dan jika ditotal sebesar Rp1,2 miliar. Dari kasus korupsi tersebut
polisi menyita dokumen proposal permohonan bantuan BKK, dokumen verifikasi hasil
survei lapangan tentang kelayakan mendapat BKK, dokumen permohonan pencairan
tahap 1, buku rekening kas desa dari empat desa, kuitansi penyerahan uang dari masing-
masing desa kepada terdakwa Bambang. "Berdasarkan hasil pemeriksaan, bahwa setiap
kades belum mendapatkan keuntungan lantaran masih dijanjikan oleh Bambang,” kata
dia.

Empat tersangka dikenakan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor Nomor 31 tahun 1999
dan diubah ke UU Nomor 20 tahun 2001, dengan ancaman hukuman paling singkat empat
tahun, paling lama seumur hidup dan denda paling sedikit Rp300 juta paling banyak Rpl
miliar.
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Catatan:
o Terkait kondisi diatas diatur pada:
a. Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Rl Nomor 20 tahun

2001 tentang pemberantasan Tipidkor:

1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan
hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;
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2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu,
pidana mati dapat dijatuhkan”; dan

3) Pasal 3 yang menyatakan bahwa” Setiap orang yang dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.
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